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Abstract

The ecosystem of halal tourism destinations is a relatively new phenomenon in the practice of tourism
destination management and tourism literature. Currently, halal tourism has become part of the
completeness of tourist destinations in general. In this article, the development of halal tourism, the
concept of ecosystem, as well as the role of various related components in tourism destinations in detail,
based on scientific literature and professional practice in the .field of destination management. A critical
assessment of the current situation related to the development of halal tourism in Indonesia is also
included in this article.
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Abstrak

Ekosistem destinasi wisata halal adalah fenomena yang relatif baru dalam praktik pengelolaan
destinasi pariwisata dan literatur pariwisata. Saat ini, pariwisata halal telah menjadi bagian dari
kelengkapan destinasi wisata pada umumnya. Dalam artikel ini, pengembangan pariwisata halal,
konsep ekosistem, serta peran berbagai komponen terkait dalam destinasi pariwisata secara rinci,
berdasarkan literatur ilmiah dan praktik profesional di bidang manajemen tujuan. Penilaian kritis
terhadap situasi saat ini terkait dengan pengembangan pariwisata halal di Indonesia juga termasuk
dalam artikel ini.

Kata Kunci: Indonesia, pariwisata Halal, Produk dan layanan, dukungan pemerintah, Infrastruktur,
Sumber Daya Manusia, pariwisata Muslim.

A. PENDAHULUAN

Saat ini, pariwisata di Indonesia sudah menjadi sektor unggulan, berada pada program
pengembangan yang diprioritaskan, sejajar dengan sektor infrastruktur, maritim, energi, dan makanan.
Pengembangan sumber daya pariwisata diarahkan secara strategis kepada destinasi prioritas agar
menjadi destinasi pariwisata alternatif baru selain Bali. Demikian pula sumber daya pasar wisata
dikembangkan dengan melihat potensi besar negara-negara asal wisatawan dunia seperti Tiongkok,
Rusia, dan Timur Tengah. Situasi peraerakan pasar wisata dunia dewasa ini ditunjukkan dengan
fenomena pertumbuhan yang sangat pesat pada segmen pariwisata halal.

Pariwisata halal atau dikenal dengan istilah halal tourism merupakan segmen pariwisata yang
melibatkan wisatawan muslim (muslim traveler). CrescenRating_ (sebuah lembaga pcmeringkat dan riset
pariwisata halal) memberikan batasan muslim traveler adalah orang Islam yang melakukan perjalanan
untuk berbagai jenis kepentingan. Menurut CrescenRating, ketika orang Islam melakukan perjalanan, di
dalamnya terdapat halal travel, yaitu kebutuhan berbasis keimanan saat mereka bepergian untuk tujuan
yang diperbolehkan (halal) (Hakim, 2019; Afwadzi, 2018).
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Wisatawan muslim yang melakukan kegiatan wisata merupakan segmen pasar wisata yang
dewasa ini mengalami pertumbuhan sangat pesat (6,32% pada tahun 20152016, menurut GIES).
Berdasarkan Comcec Report (February 2016), pertumbuhan kunjungan wisata halal rata-rata dunia
mencapai 9,08%. Pasar yang demikian bcsar menjadi peluang strategis bagi Indonesia dalam mencapai
target kunjungan 20 juta wisatawan pada tahun 2020.

Agar pengembangan pariwisata halal berjalan berkesinambungan dan berkelanjutan, diperlukan
ekosistem pariwisata halal yang mewadahi berbagai upaya strategis. Ekosistem adalah suatu sistem
ekologi yang terbentuk berdasarkan hubungan timbal balik yang tidak dapat terpisahkan antara makhluk
hidup dengan lingkungannya. Ekosistem dapat juga dikatakan sebagai suatu tatanan kesatuan secara utuh
serta menyeluruh antara unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi.

Ekosistem pariwisata halal adalah suatu lingkungan organik dan non-organik yang bersinergi satu
sama lain membentuk suatu tatanan mekanisme sistematis yang dapat menghasilkan atau mendorong
tersedianya produk dan layanan bagi kegiatan wisata halal. Persatuan Ulama Muslim Internasional
menyatakan bahwa halal didefinisikan sebagai "Sesuatu yang diperbolehkan, sehubungan dengan yang
tidak ada pembatasan, dan melakukan sesuai dengan hukum Allah." (Al-Qaradhawi, 2013; 35). Oleh
karena itu, halal berarti “diperbolehkan' menurut ajaran Islam/hukum Islam (syari 'ah).

Pariwisata halal menurut CrescenRating, adalah bentuk kegiatan wisata yang sesuai dengan ajaran
Islam, yang berhubungan dengan perilaku, etika, dan makanan. Dengan demikian, pengembangan
pariwisata halal tidak hanya bertumpu pada produk dan layanan saja, tapi juga hams memerhatikan faktor
lingkungan yang membentuk ekosistem pariwisata.

Berikut ini adalah penjabaran berbagai komponen yang berpengaruh dan terkait erat dengan
pengembangan pariwisata halal.

B. HASIL DAN ANALISIS

1. Destinasi Pariwisata

Pengembangan Pariwisata halal tidak terlepas dari konteks perwilayahan. Destinasi Pariwisata
adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya
terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling
terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan (Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang
Kepariwisataan). Pada umumnya, ketika letak geografis destinasi bertepatan dengan batas-batas wilayah
hukum politik seperti negara, negara bagian, provinsi, kotamadya, atau "negara kota", secara konseptual
dan manajerial hal tersebut lebih efektif dalam menampung massa atau kelompok (cluster) serta menjadi
daya tarik wisata sehingga mampu memberikan pengalaman kunjungan yang menarik wisatawan datang
ke destinasi untuk tujuan berwisata (Morrison, 2012).

Sebuah destinasi pariwisata memiliki dua peran utama dan sejumlah peran pendukung. Peran
pertama —dan ini yang terpenting , destinasi harus berusaha
untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi warga yang tinggal di sekitar wilayah destinasi
tersebut. Peran kedua, destinasi hams dapat menyediakan lapangan usaha tambahan bagi kesejahteraan
penduduk dengan menawarkan berbagai kegiatan atau "pengalaman pariwisata" (Ritchie & Crouch, 2003,
h. 191). Destinasi pariwisata merupakan tujuan bagi para wisatawan, termasuk wisatawan muslim/halal
traveler. Sebagaimana diketahui bahwa halal traveler merupakan segmen pasar wisata yang barn dan
berkembang dengan cepat. Fenomena ini sangat penting disikapi dengan baik, terutama dalam
penanganan kebutuhan perjalanan para wisatawan muslim. Kebutuhan peijalanan mereka hams tersedia
di setiap destinasi wisata yang dikunjungi oleh segmen ini. Penyediaan produk layanan yang memadai
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akan mendorong terselenggaranya kegiatan yang menghasilkan pengalaman pariwisata bagi wisatawan
muslim.

2. Ekosistem Destinasi Pariwisata Halal

Ekosistem destinasi pariwisata halal dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Ekosistem Destinasi Pariiwsata Halal
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Dimensi Produk dan Pelayanan (Product and Services)

Produk dalam konteks ekosistem pariwisata halal merupakan komponen pembentuk produk
wisata yang terdiri dari unsur aksesibilitas, daya tank wisata, dan amenitas (middleton, 1991). Memahami
produk wisata dalam konteks destinasi Pariwisata dapat dijabarkan dengan meneaunakan pendekatan
produk destinasi (Morrison, 2013). Produk destinasi terdiri dan produk fisik (akomodasi, daya tank wisata,
dan transportasi), program dan event (merupakan Kketersediaan event dan festival di destinasi
pariwisata), paket wisata (merupakan serangkaian produk paket wisata yang tersedia di destinasi
Pariwisata), dan terakhir adalah people (unsur manusia atau sumber daya manusia yang dapat diandalkan
dalam mengisi segala bentuk aktivitas wisata di destinasi).

Dimensi produk dan layanan dalam konteks Pariwisata halal pada intinya adalah ketersediaan
sumberdaya tiga unsur produk (atraksi, amenitas, dan aksesibilitas) yang memenuhi 'criteria halal,
misalnya ketersediaan daya tank wisata yang bersertifikat halal, ketersediaan hotel berstandar bintang
yang telah memiliki sertifikasi halal, ketersediaan rumah makan atau restoran yang bersertifikat halal,
ketersediaan unsur program dan paket wisata loka] yang bersertifikat halal, termasuk alat transportasi
bersertifikat halal yang mcmadai seperti kereta api dan pesawat udara komersial.

Ketersediaan produk wisata yang ramah wisatawan muslim (halal traveler) di suatu destinasi perlu
dipersiapkan dengan mengacu pada kriteria produk wisata halal yang jelas dan berstandar global,
misalnya standar produk wisata yang dikeluarkan oleh Crescent Rating.
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Gambar 2. Dimensi Produk dan Pelayanan
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Dukungan Pemerintah (Government Support)

Pengelolaan suatu destinasi pariwisata melibatkan pengelola dari berbagai pihak, baik pemerintah,
industri, dan masyarakat yang secara holistik saling terkait yang tentunya akan menimbulkan implikasi
terhadap isu koordinasi internal maupun eksternal dalam pengelolaannya. Peran pemerintah pada awal
perkembangan kebijakan pemerintah di bidang kepariwisataan adalah untuk meningkatkan pariwisata
internasional yang berangsur-angsur menjadi fenomena massa. (Jefries David, Governments and Tourism,
h.22,2001).

Di beberapa negara, pengeluaran untuk promosi dan periklanan hampir menghabiskan semua
dana yang dialokasikan ke badan pariwisata melalui undang-undang. Kebijakan pariwisata nasional
secara bertahap harus disesuaikan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan wisatawan. Penekanan mulai
bergeser dari segi kuantitas ke kualitas. (Jefries David, Governments and Tourism, h. 25,2001).

Untuk mewujudkan peran destinasi pariwisata halal yang berkelanjutan, diperlukan kebijakan dan
regulasi yang mengatur penggunaan sumberdaya destinasi serta Kketerlibatan para pemangku
kepentingan dalam menjalankan peran sebagai tempat kunjungan yang ramah bagi wisatawan muslim.

Infrastruktur (infrastructure)

Penanganan infrastruktur pada konteks pariwisata halal lebih kepada penerapan sistim dan
standar sebuah destinasi pariwisata. Pengembangan infrastruktur pada destinasi pariwisata halal dapat
dibagi ke dalam :

a. Penelitian dan Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal

b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kepada produk dan
jasa yang ditawarkan serta pengelolaan destinasi pariwisata dan peningkatan sumber daya manusia.

¢.  Standar dan Sertifikasi

d. Penyusunan standar serta pemberian sertifikasi usaha jasa pariwisata yang halal. Saat ini, di
Indonesia, standar maupun sertifikasi usaha jasa pariwisata berbasis halal baru diterapkan pada
usaha akomodasi dengan Permen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 tahun 2014 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Bila berbasis kepada Ulf No. 10 tahun 2009, masih
dibutuhkan 12 standar usaha jasa pariwisata lainnya yang perlu dikembangkan dengan bentuk
usaha jasa pariwisata halal.
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e. Sistem Penelusuran Produk-Produk Halal (Tracebility System) Tersedianya suatu sistem yang
berbasis teknologi informasi yang mampu mengidentifikasi produk dan jasa pariwisata halal serta
menelusuri asal- usul pengelolaan produk-produk halal.

Sumber Daya Manusia (Human Capital)

Ketersediaan sumber daya manusia yang berkeahlian (Human Capital) dalam mendukung
pengembangan pariwisata halal sangatlah penting. Ketersediaan tenaga ahli pariwisata yang dapat
mendukung ekosistem destinasi pariwisata halal diindikasikan dengan terpenuhinya tenaga kerja pada
level operator, penyelia, hingga eksekutif —bahkan auditor— bagi produk dan industry pariwisata halal
yang berkemampuan dan berpengetahuan tentang pariwisata halal.

a. Pekerja pariwisata berpengetahuan (produk & layanan halal) atau dalam ekosistem pariwisata
halal disebut dengan Halal knowledge worker, yaitu seseorang pekerja di industri pariwisata
(akomodasi, restoran dan katering, serta agen perjalanan dan daya tarik wisata) yang memiliki
pengetahuan tidak hanya operasional teknis di bidang pariwisata, tetapi juga mampu
menerjemahkan operasional teknis pariwisata tersebut ke dalam aturan penyediaan produk dan
layanan yang berdasarkan aturan yang diperbolehkan dalam syariah Islam.

b. Eksekutif atau pemimpin usaha pariwisata (produk dan layanan halal), yaitu personal yang
menjalankan misi strategis perusahaan pariwisata (akomodasi, restoran dan katering, serta agen
perjalanan dan daya tarik wisata) yang dalam membuat kebijakan serta tata kelola perusahaan
bukan hanya berpedoman kepada bidang usaha pariwisata yang dijalankannya saja, tapi juga
memiliki kemampuan menerjemahkan kebijakan yang ia buat ke dalam format usaha pariwisata
yang sesuai dengan aturan yang diperbolehkan dalam syariah Islam.

¢. Tenaga Auditor produk halal. yaitu sumber daya manusia yang secara khusus melakukan audit
terhadap produk pariwisata halal. Di Indonesia, auditor resmi produk dan layanan halal adalah
Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dalam mendukung destinasi pariwisata halal, tenaga kerja sebagai auditor harus dapat menyebar
di setiap institusi usaha pariwisata halal (internal auditor) serta di lembaga atau institusi resmi yang
bertugas melakukan sertifikasi produk pariwisata halal (eksternal auditor).

Hal penting yang harus disiapkan dalam upaya mendukung ketersediaan sumber daya manusia
(SDM) yang berkompeten adalah silabus atau bahan materi pengajaran tentang pariwisata halal. Silabus
tersebut dapat disiapkan oleh lembaga pcndidikan terkait, sehingga dapat diberikan dan diajarkan di
lingkungan pendidikan dasar dan menengah hingga pendidikan tinggi. Pembinaan SDM adalah salah satu
aspek strategis yang dapat mendorong peningkatan kualitas kinerja dan produktivitas individu dan
organisasi.Pembinaan SDM berbasis kompetensi merupakan salah satu model yang dapat memberikan
hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran, yaitu menciptakan SDM dan organisasi berbasis standar
kinerja yang ditetapkan.

Kompetensi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu "competence" yang berarti
kecakapan atau kemampuan. Setiap individu memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Artinya, bila
seseorang tidak memiliki suatu kompetensi dalam suatu bidang tertentu, bukan berarti oranQ tersebut
sama sekali tidak memiliki kecakapan atau kemampuan (inkompetensi). Spencer Jr, Lyle M. PhD dan
Spencer, Signe M. (1993) dari kelompok konsultan Hay & MacBer memberikan definisi kompetensi yang
sekarang banyak dianut oleh para praktisi manajemen sumber daya manusia. Menurut mereka,
kompetensi adalah karakteristik dasar seseorang (individu) yang memengaruhi cara berpikir dan
bertindak, membuat generalisasi terhadap segala situasi yang dihadapi, serta bertahan cukup lama dalam
diri manusia.
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Model kompetensi menunjukkan perkembangan pesat dalam dunia manajemen. Perkembangan
ini ditunjang oleh perkembangan ilmu tentang otak (brain science) yang meyakini bahwa perilaku
manusia sangat dipengaruhi oleh pola pikir (mindset) individu yang bersangkutan, termasuk di dalamnya
pengaruh motivasi individu. Seseorang dapat dikatakan kompeten pada bidang pekerjaannya apabila
mampu mendemostrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap saat mclaksanakan suatu pekerjaan
yang ditugaskan kepadanya.

Berikut ini adalah indikator seseorang dapat dikatakan berkompeten:
Task Skill: Bekerja pada tingkat keahlian yang dapat diterima.
Task Management Skill: Mengorganisasikan secara baik tugas-tugas yang diberikan.
Contingency Skill: Memberi respon dan reaksi yang tepat bila terjadi kesalahan.
Environment/Job Role Skill: Menjalankan peran yang diharapkan dalam lingkungan pekerjaan.
Transfer Skill: Mampu mentransfer keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki.

® o0 g

Dalam pengembangan destinasi pariwisata halal, SDM yang tersedia harusmemiliki kompetensi
yang berbasis kepada kebutuhan terhadap tugas dan tanggung jawab, serta memiliki sikap Islami dan
memegang teguh nilai-nilai Islam.

3. Implikasi Manajerial

Ekosistem destinasi pariwisata merupakan wadah dalam mengembangkan pariwisata halal dalam
kerangka destinasi pariwisata. Pemahaman akan pengaruh lingkungan pariwisata halal yang
digambarkan dalam peran masing-masing unsur dimensi dalam ekosistem akan memberikan implikasi
terhadap kelancaran tata kelola dalam pengembangan destinasi pariwisata halal.

Ketersediaan produk dan layanan halal menjadi sebuah inti system, yang akan berfungsi secara
berkelanjutan apabila ada dukungan pemerintah berupa kebijakan dan regulasi yang mengikat dan
lengkap, Namun demikian peran sumberdaya manusia bersertifikat serta keberadaan lembaga sertifikasi
akan menjadi komponen infrastruktur yang mendukung industri pariwisata dalam destinasi pariwisata
halal.

C. SIMPULAN

Pertumbuhan kunjungan wisata halal dunia yang sangat signifikan merupakan fenomena yang
harus disikapi dengan baik. Dalam konteks pariwisata Indonesia, hal tersebut merupakan peluang yang
tidak boleh disia-siakan. Berbagai rumusan yang bersifat strategis perlu diupayakan. Salah satu upaya
yang dapat dilakukan dalam menangkap peluang tersebut adalah dengan menciptakan ekosistem
destinasi pariwisata halal sebagai wadah pengembangan destinasi pariwisata ramah muslim.

Hal lainnya yang harus menjadi bahan perhatian utama —bahkan suatu keniscayaan— adalah
adanya regulasi yang secara eksplisit dapat menjadi landasan dalam pengembangan pariwisata halal di
Indonesia. Saat ini, pengembangan pariwisata halal mengacu kepada kebijakan pariwisata yang
dikeluarkan berdasarkan Permen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 tahun 2014 tentang Pedoman
Penyclenggaraan Usaha Hotel Syari'ah. Cakupan Penmen ini masih sangat sempit, terbatas pada sisi
akomodasi, tidak dapat mewakili seluruh aspek dalam konteks pariwisata halal. Oleh karena itu,
diperlukan kebijakan dalam bentuk regulasi yang dapat dijadikan sebagai landasan dan pijakan dalam
pengembangan pariwisata halal di Indonesia.
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